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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen, dan observasi 

penempatan pegawai berdasarkan sistem merit pada Direktorat Pembinaan dan 

Pengawasan Tenaga Kesehatan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Analisis penempatan pegawai berdasarkan sistem merit pada Direktorat 

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan belum berjalan optimal. 

Penempatan pegawai berdasarkan sistem merit belum dapat optimal 

dilakukan hal ini disebabkan masih terdapat beberapa permasalahan dalam 

penerapan sistem merit diantaranya masih terdapat satu pegawai yang 

ditempatkan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, dimana terdapat 

pegawai dengan pendidikan kedokteran gigi diangkat menjadi jabatan 

fungsional Analis Kepegawain Ahli muda melalui mekanisme penyetaraan 

akan tetapi hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalan Jabatan Fungsional. 

  Selain itu peningkatan kompetensi pegawai belum dilakukan pada 

pegawai yang melakukan perpindahan antar jabatan pelaksana seperti 

Penyuluh Kearsipan, Pranata Teknologi Informasi Komputer, dan 

Pengelola Barang Milik Negara serta terdapat pegawai dengan jabatan 

Pengadaan barang/jasa yang tidak lulus pelatihan. 

  Proses Assesment telah dilakukan oleh seluruh pegawai Direktorat 

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan akan tetapi kesenjangan 

kompetensi belum dilakukan pemetaan sehingga rencana pengembangan 

kompetensi pegawai belum disusun dan peningkatan kompetensi pegawai 

belum dilaksanakan secara maksimal. 
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  Penilaian kinerja telah dilakukan oleh seluruh pegawai baik pegawai 

baru maupun pegawai lama yang diturunkan dari rencana strategis 

organisasi melalui kontrak kerja yang disusun dalam bentuk sasaran kinerja 

pegawai. akan tetapi masih terdapat pegawai yang mengerjakan pekerjaan 

tidak sesuai dengan kontrak kerja dan penilaian kinerja hanya berdasarkan 

kinerja unit kerja sehingga penilaian individu tidak dilakukan. Pemetaan 

permasalahan kinerja belum disusun berdasarkan kesenjangan kinerja 

secara menyeluruh dalam mendukung dan mewujudkan tujuan organisasi. 

 

2. Faktor yang mempengaruhi Penempatan Pegawai pada Direktorat 

Pembinaan dan Pengawasan tenaga Kesehatan. 

  Penempatan pegawai pada Direktorat pembinaan dan Pengawasan 

Tenaga Kesehatan telah mempertimbangkan beberapa kriteria dan faktor 

baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama yang melakukan 

perpindahan diantaranya keahlian, ketrampilan, kualifikasi, pengetahuan, 

kemampuan, sikap, prestasi akademis, pengalaman, Kesehatan fisik dan 

mental, dan usia. 

  Faktor status perkawinan tidak menjadi pertimbangan hal ini sesuai 

dengan prinsip sistem merit tidak memandang status penikahan dalam 

penempatan pegawai sehingga profesionalitas pegawai tetap terwujud, akan 

tetapi faktor usia masih menjadi pertimbangan dalam penempatan pegawai 

sehingga tidak sesuai dengan prinsip sistem merit tanpa memandang usia 

dalam penerapannya.  

 

3. Strategi penempatan pegawai berdasarkan sistem merit pada Direktorat 

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. 

  Berdasarkan alasan dan faktor yang mempengaruhi dalam 

penempatan pegawai berdasarkan sistem merit, terdapat beberapa strategi 

yang dapat diterapkan diantaranya: 
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a. Konsisten dalam melaksanakan penempatan pegawai dengan 

melakukan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai. 

b. Melakukan perpindahan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan 

kompetensinya. 

c. Mengusulkan pengadaan pegawai melalui CPNS dan PPPK, serta dapat 

membuka job vacancy pada biro OSDM Kementerian Kesehatan. 

d. Melakukan redistribusi pegawai, artinya apabila satuan kerja yang 

mempunyai kelebihan pegawai agar dilakukan rotasi dan mutasi 

pegawai dan pegawai yang mempunyai jabatan diluar peta jabatan agar 

mengalihkan jabatannya atau perpindahan ke satuan kerja lain yang 

membutuhkan. 

e. Melakukan pemetaan pengembangan kompetensi berdasarkan 

kesenjangan kompetensi dan kinerja serta melakukan percepatan 

peningkatan kompetensi teknis pada jabatan pelaksana. 

f. Melakukan penilaian kinerja secara objektif dan terukur berdasarkan 

sasaran kinerja pegawai dan organisasi. 

g. Melakukan perubahan budaya kerja, dimana usia tidak menjadi 

pertimbangan dalam suatu pekerjaan. 

h. Implementasi manajemen talenta agar dilaksanakan berdasarkan 

PermenPANRB nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta 

ASN. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan terkait penempatan pegawai 

berdasarkan sistem merit pada Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga 

Kesehatan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:  

1. Pengelola Kepegawaian melakukan pemetaan dan peningkatan 

pengembangan kompetensi berdasarkan kesenjangan kompetensi dan 

secara konsisten melakukan penilaian kinerja secara objektif dan terukur 

berdasarkan kontrak kerja dan dialog kinerja untuk mencapai kinerja 
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individual dan organisasi. Pemetaan kompetensi dilakukan dengan 

melakukan pendataan terhadap seluruh pegawai berdasarkan kompetensi 

yang ada, dari data tersebut nantinya dibandingkan dengan standar 

kompetensi jabatan sehingga terciptanya suatu kesenjangan kompetensi. 

Kesenjangan kompetensi ini dapat dihilangkan dengan melaksanakan 

pengembangan kompetensi dengan berkoordinasi dengan seluruh unit 

pembina pada setiap jabatan, selain itu kerjasama perlu ditingkatkan 

dengan balai-balai pelatihan baik pada internal instansi atau lintas instansi 

berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. Apabila 

kuota peserta pelatihan pada suatu jabatan itu sedikit sedangkan jumlah 

pegawai dalam jabatan tersebut banyak maka dapat dibuat pelatihan secara 

internal dengan mengundang pengajar dari instansi pembina. Penilaian 

kinerja secara objektif dan terukur dapat dilakukan dengan meningkatkan 

pengetahuan pejabat penilai tentang bagaimana cara melakukan penilian 

kinerja dan dialog kinerja baik melalui coaching dan mentoring. Pejabat 

penilai juga diminta untuk menghilangkan Bias kepada seluruh pegawai 

dengan memfokuskan kepada hasil kerja yang dihasilkan dan bukti kerja 

secara nyata. Implementasi penilaian saat ini dapat ditingkatkan dengan 

melakukan penilaian mandiri secara online disertai dengan bukti kerja 

yang dilakukan, penilaian perilaku juga dilakukan kepada teman sejawat 

akan tetapi perlu dilakukan sosialisasi atau pemahaman kepada pegawai 

bagaimana cara menilai teman sejawat. 

2. Seluruh pegawai melakukan perubahan budaya kerja yang dimulai dari 

para pejabat dengan mengedepankan tujuan oraganisasi. Perubahan 

budaya organisasi perlu ditumbuhkan saat ini dengan melihat 

kecenderungan jabatan fungsional yang bekerja sesuai dengan jabatan 

masing-masing sehingga peningkatan kerjasama team dapat ditumbuhkan 

dan menghilangkan individualis dalam pegawai. Setiap pegawai juga 

harus dapat diperlakukan secara adil dalam menjalankan pekerjaan 

sehingga dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai untuk dapat 



151 
 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sempurna. 

3. Pimpinan Instansi melakukan implementasi manajemen talenta agar 

dilaksanakan berdasarkan PermenPANRB nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Talenta. Implementasi ini akan mempermudah bagian 

kepegawaian untuk mengidentifikasi pegawai yang termasuk dalam talent 

pool, melakukan pengembangan pegawai dan mempertahankan talenta 

pegawai sehingga kinerja individu dan organisasi dapat tercapai. Langkah 

ini dapat dilakukan secara internal terlebih dahulu dengan meminta data 

dari Biro OSDM sehingga pemetaan pegawai dapat dilaksanakan baik dari 

sisi kompetensi dan kinerja pegawai, rekam jejak, disiplin serta integritas 

kerja pegawai. Dalam implementasi ini diawali dengan analisis kebutuhan 

talent, identifikasi calon talent, penetapan talent, pengembangan talent, 

retensi talent, dan evaluasi talent. 
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